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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembagian warisan di Dukuh 
Tegalsari dan mendeskripsikan pandangan Islam terhadap praktik pembagian 
harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dukuh Tegalsari. Metode 
penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber 
data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, 
sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi 
kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa praktek pembagian harta warisan di Dukuh Tegalsari 
menggunakan sistem hukum waris adat, dengan sistem bagi rata dimana 
pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan 1 : 1 atau sama rata, 
walaupun hampir semua penduduk di Dukuh Tegalsari beragama Islam, hal ini 
dilakukan untuk menjamin dan menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga agar 
tidak ada perselisihan antar keluarga. Islam memandang praktek pembagian harta 
warisan tersebut sebagai al-u’rf  yang shahih yang kerap terjadi pada masyarakat 
tertentu dan pembagian tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang 
membudayakannya, karena unsur-unsur keadilan dan kerelaan menurut suatu 
masyarakat merupakan hasil dari kesepakatan antara ahli waris dan kondisi 
lingkungan sekitar.  
 
Kata kunci: pembagian warisan, hukum waris adat, al-u’rf yang shahih 
 
ABSTRACT 
This study aimed to describe the division of inheritance in the village Tegalsari 
and describe Islam views devision inheritance practices implemented by the 
Hamlet Tegalsari. The research method using descriptive empirical jurisdiction. 
Sources of primary data, interviews and secondary data sources of primary law, 
secondary and tertiary. Data were collected by interview and literature study then 
analyzed the data qualitatively. The results showed that practices division of 
inheritance in the village Tegalsari use the legal system of inheritance customs, 
with the system for the flat where the division of inheritance boys and girls 1: 1 or 
equally, although nearly all the residents in the village of Tegalsari Muslims, it 
this is done to ensure and maintain harmony and unity of the family so that there 
are no disputes between families. Islam regards the division of inheritance 
practices such as al-u'rf saheeh which occurred in a particular community and the 
division can be considered legitimate for people who cultivate, because the 
elements of fairness and willingness to think of a society is the result of an 
agreement between the heirs and environmental conditions. 
 
Keywords: inheritance, customary inheritance law, al-u'rf saheeh 
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PENDAHULUAN 
Manusia adalah makhluk hidup, yang mana setiap makhluk hidup ini akan 
mati pada saat yang ditentukan. Tiada yang tahu kapan akan datang kematian 
menimpa diri seseorang, karena kematian adalah rahasia Allah. Kematian tidak 
dapat dikehendaki ataupun dihindari. Sebagai seseorang makhluk yang 
menghambakan diri, hanya dapat bersiap-siap jika sewaktu-waktu kematian akan 
datang. Ketika kematian datang kepada seseorang maka dia akan meninggalkan 
seluruh anggota keluarganya, dan juga meninggalkan seluruh harta benda yang 
dia milik. Dalam hal ini maka diperlukan suatu aturan yang akan membahas 
tentang pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal 
dunia dan juga anggota keluarga yang berhak atas harta tersebut.
1
 
Terdapat beberapa aturan dalam Islam tentang pembagian harta benda, 
salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah 
hukum kewarisan. Adapun hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) 
pada Pasal 171 huruf (a) adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 
berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.” Jadi hukum 
waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta 
peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana 
saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini 




Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum 
Islam, ayat Al-Qur’an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, 
setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan 
salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini 
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dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Problema atau masalah yang 
sering kali selalu menjadi persoalan dalam pembagian kewarisan adalah dalam 
pembagian warisan tersebut ada salah satu anak yang mendapatkan bagian 
masing-masing yang sudah ditentukan dalam kewarisan Islam, akan tetapi dalam 
pemberian bagian tersebut merasa dibeda-bedakan padahal anak tersebut adalah 
anak kandungnya tetapi yang membedakan adalah gendernya dan karena 
minimnya pengetahuan dalam hukum kewarisan Islam sering kali hukum 
kewarisan Islam ini dilupakan. 
Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam dilaksanakan 
setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah 
sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagai mana yang terdapat pada ayat: 
 َٓءاَِسن هنُك ِنَإف ِِۚنَۡيَيثُنۡلۡٱ ِّظَح ُلۡثِم ِرَك هذِلل ۡۖۡمُكِد ََٰلَۡوأ ِٓيف ُ هللَّٱ ُمُكيِصُوي  ِنَۡيَتنۡثٱ َقَۡوف
 هُنَهَلف  ُِۚفۡصِّنلٱ َاَهَلف ةَدِح ََٰو َۡتناَك ِنإَو َۡۖكََرت اَم َاُثُلث 
Artinya: 
Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 
Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.  (Q.S.An-Nisa: 11). 
 
Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat 
garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta 
warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu di alihkan 
penguasaan dan pemilikannya dari pewaris. Hukum waris adat bisa juga dikatakan 
adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi pada keturunannya.
3
 
Akan tetapi hukum adat kewarisan yang telah ada secara turun temurun 
mengakibatkan masyarakat Indonesia lebih cenderung menggunakan hukum 
kewarisan adat sebagai pembagian warisan dibandingkan menggunakan hukum 
kewarisan Islam. 
Harta warisan pada umumnya yang diwariskan masyarakat dukuh 
Tegalsari adalah seluruh harta benda yang dimiliki baik berupa benda-benda tetap 
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seperti tanah pekarangan, rumah, dan lainnya. Berdasarkan Pasal hukum 
kewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 176 Bab III  
Besarnya Bagian, “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo 
bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga 
bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki 
adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.4 Adapun pembagian 
warisan di Dukuh Tegalsari pada pembagian harta warisan dibagikan sama rata 
antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan hukum kewarisan adat setempat. 
Karena pembagian harta warisan menurut masyarakat setempat baik anak laki-laki 
maupun perempuan adalah anak, sehingga dalam pembagian harta warisan 
disamaratakan karena hal tersebut dinilai lebih adil dan tidak akan menimbulkan 
pertikaian diantara saudara. 
Perumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:  
(1) Praktek pembagian warisan di Dukuh Tegalsari, dan (2) Pandangan Islam 
terhadap praktek pembagian warisan di Dukuh Tegalsari.  Berdasarkan uraian 
tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan 
untuk mendeskripsikan pembagian warisan di Dukuh Tegalsari dan 
mendeskripsikan pandangan Islam terhadap praktik pembagiam harta warisan 
yang dilaksanakan oleh masyarakat Dukuh Tegalsari. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang 
bersifat deskriptif. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data 
sekunder meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan.  Teknik analisis 
data menggunakan analisis kualitatif. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Praktek Pembagian Warisan di Dukuh Tegalsari  
Pelaksanaan pewarisan di Dukuh Tegalsari dalam pembagian harta 
warisan menggunakan sistem hukum waris adat yang dimana hukum waris 
tersebut menganut sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis 
keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dalam sistem 
ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. 
Artinya, baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta 
peninggalan orang tua mereka.
5
 
Masyarakat Dukuh Tegalsari untuk menanggulangi hal-hal yang tidak 
diinginkan dalam pembagian warisanya untuk itu mereka melakukan  Pembagian 
harta warisan dalam suasana tanpa persengketaan antara ahli waris dapat 
dilakukan dengan cara: (a) Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga,  
(b) Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh. 
Penulis melakukan penelitian pada 2 keluarga di Dukuh Tegalsari yaitu 
keluarga Bp. Amad Bibit dan keluarga Bp. Atemo. Keluarga Bp. Amad Bibit 
melaksanaan pembagian harta warisan dengan cara musyawarah antara sesama 
ahli waris dengan disaksikan oleh Sesepuh Desa besarnya bagian yang diterima 
oleh ahli waris yaitu dibagi sama rata setelah dikurangi hutang pewaris, 
sedangkan di keluarga Bp.Atemo pembagian harta warisannya dilakukan dengan 
cara musyawarah dengan sesama ahli waris tanpa disaksikan oleh Sesepuh Desa 
karena menurut keluarga Bp. Atemo masalah pembagian harta warisan 
keluarganya merupakan masalah pribadi sehingga tidak perlu melibatkan Sesepuh 
Desa.  
Mengenai pembagian harta warisan keluarga Bp. Atemo membagi harta 
warisan dengan bagian yang lebih besar jatuh pada ahli waris paling akhir karena 
orang tua ikut tinggal dengan anak tersebut, dan jika orang tua meninggal seluruh 
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biaya pemakaman, biaya yang menyangkut biaya selamatan pewaris, biaya 
tahlilan dibebankan kepada anak paling bungsu.  
Pelaksanaan pembagian warisan pada Dukuh Tegalsari antara lain:  
(1) Pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah, musyawarah dengan 
seluruh ahli waris ataupun musyawarah dengan disaksikan sesepuh desa, itu 
semua tergantung pada kebijakan keluarga masing- masing, (2) Mengenai waktu 
pelaksanaan pembagian harta warisan, pembagiannya berdasarkan keinginan 
pewaris kapan membagikan hartanya kepada ahli warisnya, (3) Bagian yang 
diterima oleh ahli waris ditentukan berdasarkan musyawarah, dan  dapat 
dibagikan sama rata, (4) Peran kerelaan dan keikhlasan masing-masing ahli waris 
sangat besar, sehingga ahli waris rela menerima berapa pun bagian yang diberikan 
kepadanya sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah. Pembagian seperti itu 
dikarenakan mereka lebih mengutamakan perdamaian, kerukunan dan terlebih lagi 
demi keutuhan keluarga. Melihat prinsip kerukunan dan kekeluargaan, perinsip 
musyawarah dan mufakat, dan asas kerukunan dan keluarga, asas musyawarah 
dan mufakat masyarakat Dukuh Tegalsari dalam besarnya bagian mewaris antara 
laki-laki dan perempuan adalah sama atau disamaratakan. 
 
Pandangan Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan di Dukuh Tegalsari 
Berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, 
Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang bagianya 
sudah ditentukan dalam ayat Al-Qur’an dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) 
tersebut, untuk itu dapat disimpulkan dalam faktanya di Dukuh Tegalsari tersebut 
dalam prakteknya sangat jelas bahwa Dukuh Tegalsari menggunakan hukum adat 
yang dimana praktek didalam Dukuh Tegalsari menggunakan atau menganut 
prinsip-prinsip hukum adat dan asas-asas hukum adat. 
Pelaksanaan yang dilakukan  di Dukuh Tegalsari tidak sesuai dengan 
hukum Islam yaitu dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11 atau Pasal 177-181 
KHI (Kompilasi Hukum Islam).  
7 
Menurut hukum Islam seharusnya pembagian warisan dilakukan setelah 
meninggal dunia mengingat salah satu syarat mewarisi adalah meninggalnya 
seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap 
telah meninggal dunia).
6
  Dan jika warisan tersebut dilaksanakan sebelum pewaris 
meninggal dunia bukan disebut warisan tetapi hibah, yang mana hibah adalah 
pemberian yang dilakukan oleh seeseorang kepada pihak lain yang dilakukan 




Melihat paparan di atas Dukuh Tegalsari yang keseluruhannya mayoritas 
agama muslim dalam pelaksanaan pembagian warisan seharusnya memakai 
hukum kewarisan Islam sebagai orang muslim wajib untuk menjalankan syariat-
syariat Islam seperti apa yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 
وُس هرلٱ ْاوُعيَِطأَو َ هللَّٱ ْاوُعيَِطأ ْآُونَماَء َنيِذهلٱَاهَُّيٓأ ََٰي ِيف ُۡمتۡعَز َََٰنت ِنَإف ۡۖۡمُكنِم ِرَۡمۡلۡٱ ِيلُْوأَو َل
 ُنَسَۡحأَو رۡيَخ َِكل ََٰذ ِِۚرِخٓۡلۡٱِمَۡويۡلٱَو ِ هللَّٱِب َنُونِمُۡؤت ُۡمتنُك ِنإ ِلوُس هرلٱَو ِ هللَّٱ َىِلإ ُهو ُّدَُرف ءۡيَش
 الًيِوَۡأت٥٩  
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
Surat An-Nisa ayat 13  
 َنيِِدل ََٰخ ُر ََٰهَۡنۡلۡٱ َاِهتَۡحت نِم يِرَۡجت ت
َٰهنَج ُهۡلِخُۡدي ۥَُهلوُسَرَو َ هللَّٱ ِعُِطي نَمَو ِِۚ هللَّٱ ُدوُدُح َكِۡلت
 ُميِظَعۡلٱُزَۡوفۡلٱ َِكل ََٰذَو َِۚاهِيف١٣  
Artinya: 
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa 
taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga 
yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; 
dan itulah kemenangan yang besar. 
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Surat An-Nisa ayat 14: 
 نيِه ُّم باَذَع ۥَُهلَو َاهِيف اِدل ََٰخ ا ارَان ُهۡلِخُۡدي ۥُهَدوُدُح هدََعَتيَو ۥَُهلوُسَرَو َ هللَّٱ ِصَۡعي نَمَو١٤  
Artinya: 
Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar 
ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka 
sedangkan ia kekal di dalamnya; dan baginya siska yang menghinakan. 
Berdasarkan ayat-ayat di atas seharusnya sebagai orang muslim dalam 
pembagian harta warisan harus dengan syariat Islam karena sumber hukum Islam 
adalah Al-Qur’an dan Sunnah, tetapi dalam persoalan kewarisan di Dukuh 
Tegalsari bagian para ahli waris sama. Salah satu bentuk penyesuaian dalam 
pelaksanaan hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat adalah dapat ditemui 
pada keluarga Bp. Atemo dan keluarga Bp. Amad Bibit yang mana pembagian 
harta warisan di keluarga Bp. Atemo membagi harta warisan dengan bagian yang 
lebih besar kepada ahli waris yang paling akhir karena orang tua ikut tinggal 
dengan anak yang paling akhir, dan pembagian harta warisanya dilakukan 
sebelum pewaris meninggal dunia atau yang disebut dengan hibah, hal ini sesuai 
dengan yang dikatakan Soepomo, bahwa barang-barang asal suami dan barang-
barang asal istri serta barang gono-gini itu tidak ada artinya bila suami istri itu 
punya anak.
8
 Sedangkan di keluarga Bp. Amad Bibit dilakukan dengan cara 
musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan 
berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah tersebut 
menyamakan bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan yang demikian 
dalam hukum Islam bisa dimasukkan dalam konsep as-Sulhu atau takharuj.  
As-sulhu adalah keikhlasan masing-masing pihak menerima kesepakatan yang 
disepakati dalam pembagian harta warisan.
9
 
Pelaksanaan pewarisan Masyarakat di Dukuh Tegalsari dilihat dari 
paparan di atas sudah turun temurun sejak dulu, sehingga menjadi kebiasaan, 
kebaisaan atau ‘urf yang sahih harus dipelihara keberadaanya dan terhadap 
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kebiasaan yang tidak sesuai menurut ajaran Islam, maka hal tersebut dianggap 
salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau nash yang telah secara jelas 
ditentukan dalam hukum Islam. Namun dengan pendekatan sosiologis terhadap 
kebiasaan-kebiasaan itu bisa dikataka baik, karena dengan praktik-praktik itu 
mereka pun menemukan kemaslahatan berkeluarga dan bermasyarakat yang 
menjadi tujuan-tujuan syari’ah. 
Mengingat dalam Islam adanya kewarisan sebagai akibat adanya kematian, 
ini berkaitan dengan asas ijbari, asas ijbari yaitu asas yang terdapat dalam hukum 
kewarisan Islam yang mengandung arti bahwa peralihan harta seorang yang 
meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut 
ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. 
Unsur keharusan (ijbari = compulsory) dalam hukum kewarisan Islam terutama 
terlihat dari segi: ahli waris harus (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya 
harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. 
Oleh karena itu calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu 
ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia 
kelak, karena dengan kematianya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada 
ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan. Asas ijbari hukum 
kewarisan Islam dapat pula dilihat dari beberapa segi lain yaitu (a) dari segi 
peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, (b) dari jumlah 
harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris , dan (c) dari mereka 
yang akan menerima peralihan harta peninggalan, yang sudah ditentukan dengan 




Namun juga harus dicatat bahwa kewarisan sebagian tidak dianut oleh 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara mutlak. Karena pada prinsipnya Islam 
membenarkan, bahkan juga menganjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga, 
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dan kerabat-kerabatnya dengan membagi-bagi harta bendanya kepada mereka 
dengan sistem hibah atau wasiat. Seorang muslim juga boleh membuat wasiat 
untuk sebagai ahli warisnya. Disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 180  
 َنِيبَرَۡقۡلۡٱَو ِنۡيَِدل ََٰوِۡلل ُةهيِصَوۡلٱ ا ارۡيَخ َكََرت ِنإ ُتۡوَمۡلٱ ُمُكَدََحأ َرَضَح اَِذإ ۡمُكَۡيلَع َبِتُك
 َنِيقهتُمۡلٱ َىلَع اا قَح ِۡۖفوُرۡعَمۡلِٱب١٨٠  
Artinya:  
“Diwajiibkan atas kamu, apabila seorang di antar kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa 
dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orng 
yang bertakwa.” 
 Berdasarkan kutipan ayat di atas bahwa orang tua  (suami/istri) boleh 
mengatur harta bendanya dengan sistem wasiat atau hibah. Dan demikian 
bukanlah penyimpangan, sebab tindakan-tindakan itu sesuai dengan hak asasinya 
dan sesuai pula dengan ajaran Islam. Bahkan dalam Pasal 211 KHI diterangkan 
bahwa: “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai 
warisan”, jadi peralihan harta warisan dapat berlangsung semenjak pewaris masih 
hidup. 
Pertimbangan harta warisan masyarakat Dukuh Tegalsari yang di dasarkan 
pada kesepakatan bersama atau mufakat adalah tidak bertentangan dengan hukum 
Islam, karena mereka mengutamakan rasa saling menerima atau rela. Baik karena 
pesan orang tua sebagai pewaris maupun norma-norma di masyarakat Dukuh 
Tegalsari yang telah dianutnya dan dijadikan pedoman untuk hidup mereka. 
Pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat Dukuh Tegalsari 
cenderung membagikannya ketika pewaris masih hidup (dengan sistem hibah), 
namun juga ada yang membagikan ketika pewaris atau kedua pewaris meninggal 
dunia,  yang membedakan kewarisan masyarakat Dukuh Tegalsari dengan Islam 
yaitu waktu peralihan harta, yang di dalam masyarakat Dukuh Tegalsari 
pembagian harta dilakukan ketika orang tua atau pewaris masih hidup maupun 
11 
ketika sudah meninggal, sedangkan Islam peralihan harta dari orang tua atau 
pewaris ke anak atau ahli waris dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia. 
Mengenai masalah hibah Allah SWT mensyari’atkan hibah karena 
didalamnya terkandung upaya menjinakkan hati dan memperkuat tali kasih 
sayang di antara manusia.
11
 Sedangkan pembagian harta warisan di Dukuh 
Tegalsari antara anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris yang 
utama. Sebab anak adalah yang mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta 
warisan orang tua tersebut. Bagi Dukuh Tegalsari tidak membedakan antara anak 
laki-laki dan anak perempuan atau siapa saja yang lahir lebih dahulu mempunyai 
hak yang sama. 
Bagian-bagian ahli waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah satu 
banding satu (1:1), mereka yang menyamaratakan bagian antara laki-laki dan 
perempuan karena yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan adalah 
jenis kelaminya. Dan mengenai siapa-siapa yang mendapat warisan tidak diatur 
secara jelas, yang diutamakan adalah anak-anak mereka baik laki-laki maupun 
perempuan. 
Menurut Bp. Kamali Kementrian Agama Wonogiri mengatakan bahwa 
sebagai umat muslim menggunakan kewarisan adat itu diperbolehkan. Untuk 
dapat dikatakan diperbolehkan asal dalam pembagian warisanya harus adanya 
kesepakatan antara ahli waris, apa bila dalam pembagian warisan menurut adat 
tidak ada kesepakatan antara ahli waris di anggap tidak sah dan tidak 
diperbolehkan dalam hukum Islam, kesepakatan dalam kewarisan adat terdapat 
dasar hukumnya yaitu Al’aadah muhkamah yang artinya adat kebiasaan dapat 
dijadikan hukum. Dalam hukum Islam juga diajarkan unsur perdamaian yang 
berdasarkan Wa sulhu khair yang artinya berdamaian itu baik, dengan adanya 
unsur perdamaian dalam pembagian harta warisan agar tidak menimbulkan 
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perselisihan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya. Untuk itu 
tidak dihalalkan bagi seseorang melebihi pemberian antara anak-anaknya, karena 
hal ini mengandung usaha menabur benih permusuhan serta dapat memutuskan 
hubungan silaturahmi tali persaudaraan yang justru diperintahkan oleh Allah 
karena melebihkan diantara anak-anak dalam pemberian merupakan tindakan batil 
dan menyimpang”.12 
 Menurut Bp. Drs. H. Syarafuddin HZ, M.Ag, Dosen FAI (Fakultas Agama 
Islam) Universitas Muhammadiyah Surakarta: bahwa hukum Islam itu tujuannya 
adalah keadilan, menempatkan wanita agar mempunyai hak, bila dilihat 
kebelakang ketika pada masa nabi mengapa wanita separo bagiannya karena 
memang wanita pada waktu itu tidak punya hak sama sekali maka dengan adanya 
separo itu sudah baik. Tetapi pada jaman sekarang yang paling utama yaitu 
keadilan maka perempuan sama laki-laki bagiannya sama dan tidak menjadi 
masalah. Apalagi sekarang ini muncul banyak wanita menjadi kepala rumah 
tangga jadi ada kontrak sosialnya. Sehingga pembagiannya hukum waris secara 
adat diperbolehkan asal ada keadilan dan saling merelakan antara ahli waris. 
Dilihat dari sekarang ini masyarakat Indonesia menyelesaikan waris kebanyakan  
dengan hukum waris  adat tidak dengan hukum waris Islam, Karena adat itu justru 
adat muhkamah yaitu adat yang bisa rela sama rela. Bahwa ayat Al-Quran itu 
tujuannya adalah keadilan apabila hukum adat yang diterapkan pada masyarakat 
ada unsur-unsur keadilan di sini kenapa tidak”.13 
Dilihat dari pendapat Bp. Kamali Kementrian Agama Wonogiri, Drs. H. 
Syarafuddin HZ, M.Ag Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 
para ulama-ulama pertimbangan harta waris masyarakat Dukuh Tegalsari yang 
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didasarkan pada proses perdamaian, keiklasan dan musyawarah adalah tidak 
bertentangan dengan hukum Islam, karena mereka mengutamakan rasa saling 
menerima. 
 Sementara itu, dalam kewarisan Islam mengenal adanya asas ijbari, 
artinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup 
berlaku dengan sendirinya menurut Allah tanpa bergantung kepada kehendak 
pewaris atau ahli waris. Asas ijbari  ini terlihat dari segi ahli waris terpaksa 




Proses pewarisan yang dilakukan masyarakat Dukuh Tegalsari banyak hal 
yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Dalam pandangan penulis 
jika pelaksanaan itu tidak melanggar dari kaidah hukum Islam dan menjadikan 
maslahat bagi masyarakat maka tentunya proses kewarisan dalam adat suatu adat 
itu diperbolehkan, karena pada dasarnya hukum kewarisan itu diperuntukan untuk 
menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat. Tetapi lain halnya dengan 
pembagian warisan menurut hukum Islam yang sudah ditentukan bagianya dan 
pada akhirnya menimbulkan perselisihan yang dikarenakan dibedakan bagiannya 





Pertama, praktek pembagian harta warisan yang dilakukan di Dukuh 
Tegalsari yaitu dengan menggunakan sistem hukum waris adat, yaitu dengan 
sistem bagi rata dimana pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak 
perempuan 1 : 1 atau sama rata, walaupun hampir semua penduduk di Dukuh 
Tegalsari beragama Islam. Pembagian seperti ini dilakukan untuk menjamin dan 
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menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga agar tidak ada perselisihan antar 
keluarga. 
Kedua, pada masa sekarang praktek pembagian harta warisan di 
masyarakat Dukuh Tegalsari dapat dipandang sebagai hasil dari kontrak sosial, 
untuk itu Islam memandang praktek pembagian harta warisan dengan 
menggunakan hukum waris adat sebagai al-U’rf  yang shahih dan menurut Bapak 
Kamali, Pegawai di Kementrian Agama Wonogiri mengatakan Al’aadah 
muhkamah yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum, dalam hukum 
Islam juga diajarkan unsur berdamai itu baik. Hal yang sama juga di sampaikan 
Bapak Drs. H. Syarafudin HZ, M.Ag dosen FAI mengatakan hukum Islam itu 
tujuanya keadilan bahwa ayat Al-Qur’an itu juga tujuanya adalah keadilan apabila 
hukum adat yang diterapkan pada masyarakat ada unsur-unsur keadilan kenapa 
tidak, karena adat itu justru adat muhkamah yaitu adat yang bisa rela sama rela 
yang kerap terjadi pada satu masyarakat tertentu.  Dari segi sosial, praktek 
pembagian harta warisan tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang 
membudayakannya, karena unsur-unsur keadilan dan kerelaan menurut suatu 
masyarakat merupakan hasil dari kesepakatan antara ahli waris dan kondisi 
lingkungan sekitar. Keberadaan lingkungan yang berbeda akan menimbulkan 
variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Oleh karena itu, tradisi pada suatu 
masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain. 
 
Saran 
Pertama, kepada peneliti selanjutnya, karena penelitian mengenai tradisi 
pada suatu masyarakat tertentu merupakan penelitian lapangan yang menuntut 
seorang peneliti untuk bersifat objektif, karena itu bagi peneliti yang tertarik 
dengan penelitian semacam ini hendaknya menyiapkan terlebih dahulu perangkat 
metodologi yang tepat, karena pemilihan metodologi dan pendekatan yang 
digunakan sangat mempengaruhi sebuah hasil dari penelitian. 
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Kedua, dalam penelitian semacam ini hendaknya peneliti lain tidak 
berhenti pada penelitian normatif, karena tujuan ini bukanlah mengadili atau 
menilai sebuah pemaknaan dalam kehidupan, akan tetapi untuk memahami, 
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